FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGS! SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesual dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabhun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman
bagi pemcrintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-
masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang
ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam
Peraturan Presiden ini digunakan untuk pcrencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran [ dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas
tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun

pelaksanaan anggaran, vang terdiri dari:
1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor: dan

4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar. ..
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Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini
merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, mcliputi:
1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honeorarium diberikan kepada:

1.1.1. Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA]J;

1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
{PPK SKPD);

1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan

Pembantu.

Honorarlum penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab
pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan vang mengelola lebih
dan 1 {satu] DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan
jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana
yang dikelola pada masing-masing DPA, Alokasi honorarium tersebut

dibebankan pada masing-masing DPA.

b, untuk . ..
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b, untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawal di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu
pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu helanja pegawal yang
dikelolanya.

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PFTK
lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak & (cnam) orang termasuk
bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA vang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3
(riga} orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) jumlah keseluruhan PPK SKPD vang membantu PPTK dalam 1 {satu)

KPA tidak melebihi 2 {dua) kali dari jumlah PPTK.

3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur schagai
berikut:
al jumlah PPK SKPD tidak bolch melampaui jumlah PPK SKPD

sebelum penggabungan; dan
b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu
vang dikelola PPK SKPD.

d. jurnlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari pagu vang dikelola; dan

e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional

bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarum dimaksud.

1.2. Honorariurm . . .
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1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
unfuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuail

dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang,
konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

b. menetapkan penycdia untuk pakct pengadaan jasa konsultasi

sesuai dengan ketentuarn peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat perigadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan
pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan
barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorariurm diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas
tambahan scbagal perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan

pcjabat vang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak

diberikan honorarium dimalsud.

1.4. Honorarium . . .

SK No 005212 A



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

-5-

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan

Panitia
1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabal daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, discminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan
kegiatan sejenis {tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan

pelatihany).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puliul) menit, baik

dilakukan secara panel maupun individual.
b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakar; atau

2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
separyang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

dan/atau masyarakat.

<. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari
satuan kerja perangkat daerah penyeienpgara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium

narasumbcer/pembahas.

1.4.2, Honorarium . . .
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1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium maoderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai meoederator pada
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, discminasi, bimbingan teknis,
workshop, saraschan, simposium, lokakarya, focus group discussion,
dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerju perangkat daerah

penyelenggara,; atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penvelenggara sepanjang peserta yang mernjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

penvelenggara dan/atau masvarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara vang diberikan kepada aparatur sipil
negara dan pihak lain yang ditunjuk olch pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam Kegiatan
seminar, rapat Kerja, sosialisasi, diseminasi, weorkshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kcgiatan sejenis yang mengundang
minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, danj/atau
pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja pcrangkat

daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium . . .
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1.4.4. Honorarium Panitia

SK No 005294

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang
diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan keglatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis
scpanjang peserta yang menjadi sasaran utama keglatan berasal dari
luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau

masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
discminasi, workshop, sarasehan, simposium, Ilokakarya, dan
kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu

pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Uniuk jumlah peserta 40 [empat puluh] aorang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40
[empat puluh} arang, jumlah panitia yang dapat diberikan

honorarium paling banyak 4 [empat) orang.

1.5, Honorarium . . .
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1.5, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sckrctariat Tim Peclaksana

Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat

daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honerarium

bagl pejabat eselon I, pejabat eselon 11, pejabat eselon III, pejabat eselon IV,

pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan

tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Klasifikasi
No Jabatan
I IT [ 11
1 | Pejabat Eselen I dan Eselon Il 2 3 J 4
2 | Pejabat Eselon I11 3 4 | )
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
3 . : 5 6 7
pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimalksud di atas adalah sebagai berikut:

a.

Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota vang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas

jabatan tertinggl lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 {dua

puluh juta rupiah) per bulan.

Klasifikasi 1l dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas

jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam

juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 [dua puluh

juta rupiah) per bulan.

SK No DD5274 A
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¢. Klasifikasi 1II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota yang tclah memberikan tambahan penghasilan pada kelas

jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 {enam juta rupiah] per

bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honararium yang diberikan kepada seseorang yvang diangkat dalam

suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suam tugas

tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris

dacrah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium

adalah sebagai berikut:

a.

b.

SK No 005276 A

mempunyai keluaran {outpuf) jelas dan terukur;
bersifat koordinatif unruk tim pemerintah dacrah:
1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah  di  luar

pemerintah dacrah yang bersanglkutan untuk tim yang

ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2?) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang

ditandatangani oleh sckrctaris daerah.
bersifat temporer dan pelaksanaan keglatannya  perlu
diprioritaskan;
merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi

hagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi schari-hari; dan

dilakukan secara sclcktif, efekiif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium . . .
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1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada sezeorang vang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
nelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari tim peclaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris
daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) crang untuk tim peclaksana kegiatan
yang ditelapkan oleh kepala daerah; atau

b. paling banyak 7 [tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan olch sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemecrintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan
tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi

suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil ncgara, dan
pihak lain yvang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi
atau keterangan sesuai dengan keahhan di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di

-pengadilan.

Dalam . ..
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Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi penginim pemberi keterangan ahl atau saksi ahli

dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain vang diberi tugas untuk
beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambghan dan tidak
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan Kinerja atau
tunjangan tambahan.

1.7. Honerarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagal pengganti
upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk
mejakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Dalam hal ketentuan mengenal upah minimum di suatu
wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini,
satuan biaya ini dapat dilampaui dan mecngacu pada peraturan yang
mengaiur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan
ketentuan:

a. lulusan Sckolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA] diberikan sesuai upah
minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

b. lualusan DI/DII/DIIl/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%
(seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten,
atau kota setempat;

¢. lulusan Sarjana {S1) diberikan paling banyak 124% (scratus dua puluh
empat persen} dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota
sctempat;

d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh
tiga persen) dari upah mimimum provinsi, kabupaten, atau kota
setempat; dan

e, lulusan ..

5K No 005279 A



&
g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

172 -

¢, lulusan Doktor (83} diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh
persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada scscorang vang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagal rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatar.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tcknologi
Informasi, dan Pengelola Wehbsite

1.9.1. Honecrarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium {im penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana
dan vang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer
review] schesar Rpl1.500.000,00 {satu juta lima ratus ribu rupiah)
per orang per jurnal.

1.9.2, Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala vang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan teniang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis vang dijerbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

1.9.3. Henorarium . . .
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1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelela teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak
lermasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala dacrah.
Website atau media sejenis terscbut dikelola cleh pemerintah

daerah.

Dalam hal pengelola teknolepi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponcn tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknelogi infermasi atau

website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarum penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada
penvusun naskah ujlan, pengawas ujian, penguji, atan pemeriksa hasil

ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Hongrarium Penulisan Butir Scal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota
diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun seal yang digunakan
pada penilaian tingkat lakal, meliputi soal yang bersifat penilaian
akademik, seperti soal ujlan berstandar lokal, soal ujian, socal tes
kompetensi akadernik, soal calon aparatur sipil negara, dan secal untuk
penitaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang
mengukur kecenderungan perilaku, seal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawal, scal kompetensi managerial scsuai

dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium . . .
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1.12. Honorarium Penyclecnggaraan Keglatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

SK No 005283 A

Honorarnum Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah

yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing

experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan

dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerall penyelenggara
atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan
yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

¢. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honerarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja peranghat
daerah penyelenggara
Honorariurmn dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
luar satuan kerja pecrangkat daerah penyelenggara sepanjang
kebutuhan pengajar tidak terpcnuhi dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara

Honerarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara,
honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium . . .
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Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honoranum penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil ncgara atau pthak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud herpedoman pada ketentuan scbagai
berkut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud dibcrikan atas

kelehihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan biaya 1ni diperuntukkan bag penyusunan modul

1.12.5.

SK No 005284 A

pendidikan dan pelatihan baru atau penvermpurnaan modul
pendidikan dan pelatihan lama dengan  persentase
penyempurnaan substansl modul pendidikan dan pelatihan

paling sedikit 50% (lima puluh perseny).

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan
pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kcpada panitia penyelenggara
pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha
pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal lain vang mecnunjang penyvelenggaraan pendidikan dan

pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;

b. dilakukan . . .
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b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensinya;

. jumlah peserta 40 [empat puluh) orang atau lebih, jumlah

panitia vang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) ecrang, jumlah

panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4

{empat) orang; dan

. jam  pelajaran yang  digunakan  untuk  kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat

puluh lima) memnit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada

anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuhj anggota.

Satuan biaya honerarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN EIAYA HONCRARIUM

NO |

URAIAN SATUAN BESARAN

fi)

{24 {3 [

1.1.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KEUANGAN

111,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
{(PPKD}/Kuasa Pengguna Anggaran [KPA] !

a.  Nilai pagn dana s.d. Rp100 juta OB Rp1.04C.000,00 |

SK No 005285 A

b, Nilai . .
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!

s.d. RpS miliar

NOQ URAIAN SATUAN BE3ARAN
f1 {2} {3/ {4j
Nilai pagu dana di atas Rp10G0 juta
| b, e.d. Rp250 juta B Rp1.250.000,00

Nilai paga dana di atas Rp250 juta

C. s d. Rps00 juta R Rp1.450.004,00
Nilai pagu dana di atas Rp504 jula

S Rp! miliur OB Rp1l.660.000,00
Nilai pagu dana di atas Epl miliar )

e o4 Rp2 5 miliar OB Ep1.970.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar .

f. s.d. Rp3 miliar OB Rp2.280.000,00
Nilai papgu dana di alas Rp5 miliar

& od Rpld miliar OB Rp2.590.000,00
Nilai pagu dana di atas Rpl10 miliar

h 4 Rp25 miliar OB Rp3.010.000,00

n Milai pagu d'far_m di atas Rp25 miliar OB Rp3.420.000,00
g.d. Rp50 miliar

i ) Nilai pagu dana di atas Rps0 miliar

i s.d. Rp75 miliar OB Rp3.840.000,00

_ Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar .

kk. s.d. Rp100 miliar OB Rp4.250.000,00

. Nital pagu dar.nla. di atas Rpl00 miliar OR Rp4.770.000,00
.. RpA50 miliar
Lilai pagu dana di atas Rp250 miliar .

M- 5. d. Rps00 miliar OR Rp5.290.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp300 miliar -

g Rp750 miliar OB Rp5.810.000,00

ol Nilai pagu dlana di atas Rp75{ miliar OB Rp6.330.000,00
s.d. Bpl trliun

p-  Nilai pagu dana di atas Rpl triliun QB Rp7.270.000,00

1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK}

a.  Nilal pagu dana s.d. Rpl100 juta OB Rpl1.010.000,00
KNilai pagu dana di atas EplCQ juta

b. s.d. Rp250 juta 0B Ro1.210.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp250 juta

© o cd Rp500 juta OB Rpl.410.000,00

d Nilai pagu_c%ana di atas Ep300 juta OR Rp1.610.000,00
s.d. Rpl miliar
Nilai pagu dana di atas Rpl miliar

e L4 Rp2.5 miliar 0B Rp1.910.000,00

i Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar OB Rp2.210.000,00

SK No 005286 A

g Nilai. ..
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NO URAIAN SATUAN BESARAN |
i i2] {3 {4)
Nilai pagu dana di atas RpS miliar
& 54 Rp10 miliar 0B Rp2.520.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar
h. s.d. Rp25 miliar QB Rp2.920.000,00
. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar
i, s.d, Rp30 miliar OB Rp3.320.000,00
. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar
I ga Rp75 miliar OB Rp3.720.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar
k. s d. Rpl00 miliar (975 Rp4.130.000,00
Nilal pagu dana di atas Epl00 miliar
L. s.4. Rp250 miliar OR Rp4.630.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar
moooog Rp500 miliar OB Bp5.130.000,00
Nilai pagu dana di atas RpS00 rniliar
g Rp750 miliar OB Ep5.640.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar
LR Rpl triliun OB Rp6.140.000,00
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp7.140.000,00
11.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satnan
T Kerja Perangkat Daerah [PPK SKIPD)
a.  Nilai papgu dana s.d. Rpl00 juta OB Ep400.000,00
Nilai pagu dana di atas RplOQ juta
b. s.d. Rp250 juta OB Rp480.000,00
. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta
S S d RpSO0 jura OR Rp570.000,00
d. Nilai pagu :_i'fma di atas RpS00 juta OB Rp660.000,00
s.d. Bpl miliar
Nilai pagy dana di atas Rol miliar -
X g Ep2.% miliar OB Rp770.000,00
N Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar OB Rp&80.000,00
s.d. RpS miliar
Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar
8  d RplO miliar OB Ep990.000,60
Nilai pagu dana di alas Rpl0 milar "
h. s.d. Rp25 miliar OB Epl.2580.0040.00
. Nilal papgu dana di atas Rp25 miliar
i. s.d. RpS0 miliar OB Rpl.520.000,00
. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar
I- 5.d. Rp75 miliar OB Epl1.780.000,00
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar OR Rp2.040.000,00

SK No 005288 A

1. Nilai . . .
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NOD URATAN SATUAN BESARAN
[i) i2) i3) 4]
Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar _
1. s.d. Rp250 miliar QR Rp2.440.000,00
Nilai pegu dana di atas Bp250 miliar
m. Rp500 miliar OB Rp2.830.000,01)
Nilai papgu dana di atas EpS500 miliar
noog Rp750 miliar OB Ep3.230.000,00
Nilai pagu dana di atag Rp750 miliar
oL Rpl triliun QB Rp3.620.000,00
p.  Nilal pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp4. 420.000,00
1.4 Bendahara Penpeluaran atau Bendahara
T Penerimaan
a.  Nilai pagu dana s5.d. Rp100 juta OB Rp340.000,00
Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta
b4 Rp250 jula OB Rp420.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp250 juta
C od Ra500 iuta OB Rps00.000,00
d Nilal pagu al:it—”ma di atas Rp300 juta OB Rp570.000,00
s.d. Epl miliar
. Nilai pagu da:nla di atas Rpl miliar OR Rp670.000,00
s.d. Rp2,5 miliar
i Nilai pagu Fit?lna di atas Rp2,5 miliar OR Rp770.000,00
s.d. Bp5 miliat
Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar
& s.d. RplO miliar OB Kp860.000,00
Kilai pagu dana di atas Rp10 miliar -
B he 4 Rp25 miliar OB Rp1.090.000,00
. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar .
- s.d. Rp50 miliar OB Rpl.BJU.DDD.Di
. Milai pagu dana di atas Ep30 miliar -
osa Rp75 miliar OB Rpl.550.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp73 miliar ,
k. s.d. Rpl00 miliar OB Rpl.780.000,00
Nilal pagu dana di atas Rp100 miliar
' ¢.d. Rp250 miliar 0B Rp2.120.000,00
Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar
m-y Rp500 miliar OB Rp2.470.000,00
Nilai papu dana di atas Rpb00 miliar
" s.d. Rp750 miliar o8 Rp2.810.000,00
o Nilai pagu _d_ana oi atas Rp730 miliar OR Rp3.160,000,00
s.d. Epl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl iriliun OB Rp3.840.00{,00 |

SK No 0D5289 A
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f1) i {3 4
115 Hendahara Pengeluaran Pembantu atau
| T Bendahara Penerimaan Pernbantu
| a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta OB Rp2a0.003,00
T -1 .
. Nilai pagy dana di atas Rpl00 juta
[ b Rp250 juta OB Rp310.000,00
[ Nilai pagu dana di atas Rp250 juta
: L4 Rp500 juta 0B Rp370.000,00
r - f B *
d. :iag;lg‘r;ﬂ?;a diatas RpSO00 juta OB Rp43(.000,00
Nilar pagu dana di atas Rpl miliar
e 4 Rp2,5 miliar OB Rp500.000,00
f Milai pagu {Izllana di atas Rp2,3 miliar OB Rp570.000,00
s.d. RpS miliar
Milal pagu dana di atas RpS miliar -
g 5d RplO miliar OB Rp40.000,00
Milai pagu dana di atas Rpl0 rliar
heo g Rp25 miliar o) E! Rp&10.000,00
. Nilal pagu dana di atas Kp25 millar
- s.d. Rp30 miliar OB Rp980.000,00
i, Nilai péigl_.l El.—:_'ll.'!.-'.l di atas RpS0 milar OB Rol.150.000,00
5.4. Rp75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar
k. s.d. Rp100 miliar OB RpL33ODDDﬁE_
Nilai pagu dana di atas Rpl00 miliar
L §.d. Rp250 miliar OB Rpl.580.000,00
Nilai pagu dansa di atas Rp250 miliar a0
™ 5 d. RpS00 miliar oB Rpl.840.000,
Nilai papu dana di atas Rp30{ miliar R 9000000
N e.d Rp750 miliar OB p2.090.000,
o Nilai pagu ﬁana di atas Rp750 miliar on Rp2.350.000,00
s.d. Rpl triliun
p.  Nilai pagu dana di aras Rp1 triliun OB Rp2.860.000,00
1.2. HONORARIUM FENGADAAN BARANG/JASA
f 1.2.1. gz;‘;;z;:g:;ejﬂhat Pengadaan CB Rp6a0.000,00 |
1272 Honorarium Kelompek Kerja Perilihan
T Pengadaan Barang/Jasa
1921 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan .
T Pengadaan Barang fJasa (Kenstruksi) i
a Pﬁggl{lgajgu%apengadaan sampal dengan OP Rp6S0.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 .
o D- juta s.d. Rpa00 juta P RpB0.000,00

SK No 005297 A
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NO

URAIAN SATUAN BESARAN
£y, (2 i3 (4]

Nilai pagu pengadaan di atas Rp300

c. juta s.d. Rpl miliar )% Rp1.020.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rpl

d. miliar 5.d. Rp2.5 miliar op Rpi.270.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 o

€ miliar 5.4, Rp5 miliar ar Rpl.520.000,00
Nilau pagu pengadaan di atas Rp3

L miar s.d. Rpl0 miliar or Rpl.780.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rplo .

& niliar s.4. Rp25 miliar 0P Rp2.120.000.00
Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 -

b miliar s.d. RpS0 miliar VP Rp2.450.000,00

. Nilal pagu pengadann di atas Rpd0

L iliar s.d. Rp75 miliar op Rp2.790.000,00

. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75

b miliar s.d. Rp100 miliar il Rpd.130.000.00

K Nl_l%l pagu pengadagn d‘l atas Rpl100 op Rp3.580.000,00
miliar 5.d. Rp250 mihal
Nilal pagu pengadaan di atas Rp250

L iliar s.d. RpSOU miliar OP Rp4.030.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas RpS00

™. miliar s d. Rp750 miliar oF Rp4.490.000.00
Nilai pagu pengadsan di atas Rp750

T miliar s.d. Rpl triliun oP Rp4.940.000.00

o. le!:_u pagu pengadaan di atas Rpl OF RpS.560.000,00
triliun

Honaorarium Kelompok Kerja Pemilihan

1.2.2.2, TPengadaan Barang/Jasa untuk Penpadaan

Barang {(Nonkonstruksi) ]
Nilal pagu pengadaan sampal dengan -
Rp200 juta apP Rp7&0.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rp200

b. juta s.d. RpS04Q jula op Rp76:0.000,00

o Hllal pagu pcngfa::laan di atas BRp500 Op Rpa20.000,00
juta 5.d. Rpl miliar
Milai pagu pengadaan di atas Rpl

4 Iniliar s d. Rp2.5 miliar OF | Rpl.10.000,00

. Nl_la_u pagu pengac?gan di atas Rp2,5 OF Rp1.370.000,00
rniliar 5.d. KpS miliar
Nilai pagu pengadaan di atas Rps

L miliar s.d. Rp10 miliar OP Rp1.600.000,00

i Nilal pugu pengadaan di atas KplO

, 5 miliar 5.d. Rp25 miliar | o Rp1.910.000,00

SK No 005298 A
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(D

miliar s.d. Kpl0 miliar

URAIAN SATUAN BESARAN
i 2} (3 4]

Nilai pagu pengadaan di atas Rn25

h. 11 ir :
miliar s.d. RpS0 miliar OF | Rp2.210.000,00 |

. Nilal pagu pengadaan di atas Rp50 o

" miliar s.d. Rp75 miliar opP kp2.320.000,00

. Nilal pagu pengadaan di atas Rp75

- miliar s.d. Rp100 miliar op Rp2.820.000.00
Nilai pagu pengadaan di atas Rpl100 .

k- miliar s d. Rp250 miliar OP Rp3.230.000,00
Nilai pagu pengadaan i atas Rp250

L miliar 5.d. Rp300 miliar op Rp3.640.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rp500

M miliar s.d. Rp750 mitiar O Rp#.040.000,00
Nilai pagu pengadaan di atas Rp780 -

" niliar s.q. Rpl triliun OP Rp4.450.000,00

o [\hllalu pagu pengadaan di atas Rpl op RpS5.010.000,00
riliun

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan

1.2.2.3 Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa
T Konsultansi[/Jasa Lainnya

(Nenkonstruksi)
Nilai pagi pengadaan jasa

. konsultansi s.d. Ro50 juta OF Rp450.000,00
Nilal pagu pengadaan jasa

b, konsultansi di atas RpS0 juta s.4. QP Rp450.000,00
Rp 100 juta

_ Nilai pagu pengadaan jasa lainnya

¢ 4. Rpl00 juta P Rp450.000,00
Nilal pagu pengadaan jasa

d.  konsultansi/jasa lainnya di aras OF Rp480.000, 00
Rpl100 juta s5.d. Bp230 jura
Nilai pagu pengadaan jasa

e.  komsuliansi/jasa lainnya di atas OF Ro600.000,00
Rp230 juta 5.d. Rp300 juta
Nilai pagu pengadaan jasa

f. konsultansifjasa lainnya di atas OF Ro720.000,00
Rp500 juta s.d. BRpl miliar
Nilai pagu pengadaan jasa

g konsullansi/jasa lainnya di atas Rpl OP Rp%10.0:00,00
miliar s.d. Rp2,5 miliar
Nilai pagu pengadaan jusa

h.  konsultansi/jasa lainnya di atas OP Rpl.090.000,00
Ep2.5 miliar s.d. RpS miliar
Nilai pagu pengadaan jasa

1. konsuliansifjasa lainnya di atas Rp5 OF Rpt.270.000,00

SK No 005299 A
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Nilai pagu pengadaan jasa
i konsultansi/jasa lainnya di atas
Epl0 miliar s.d. Rp25 miliar

op

Rp1.510.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
k. konsultansi/jasa lainnya di atas
Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar

GOP

Rp1.730.000,00

Nilai pagu penpadaan jasa
L. konsultansifjass lainnya di aras
Rp30 miliar s.d. Rp75 millar

OF

Rp1.990.000,00

MNilai pagy pengadaan jasa
m. konsultansifjasa lainnya di atas
Ep75 miliar z.d. Rpl100 miliar

iy

Rp2.230.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
n. konsultansi/jasa lainnyva di atas
Rpl00 miliar s.d. Ep250) miliar

Op

Rp2.560.000,00

Nilai pagu pengadaan jass
Q. kemsultansifjasa lainnya di atas
Rp250 milar s.d. Rp300 miliar

op

Rp2.880.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
p-  konsultansi/jasa lainnya di atas
Rp300 miliar s.d. Rp750 miliar

op

Rp3.200.000,00

Nilal pagu pengadasn jasa
r.  konsultansi/jasa lainnya di atas
Rp750 miliar s.d. Epl trliun

op

Rp3.320.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
s.  konsultansifjasa lainnya di atas Kpl
triliun

Op

Rp3.960.000,00

1.2.3.

Honorarium Pengguna Anggaran

1.2.3.1

Honorarium Penggqunag Anggaran
Prngadaan Barang/Jasa (Konstruksij

Milai pagu pengadaan di atas Rpl10Q

% miliar s.d. Rp250 miliar

CF

Rp3.580.000,00

Nilal pagu pengadaan di atas Rp250
miliar &.d. RpS00 miliar

Oap

Rp4.030.000,00

Nilal pagu pengadaan di alas RphG0
miliar s.d. Rp750 miliar

Op

Rp4.490.000,00

Nilai pagu pengadaan di atas Rp750
miliar s.d. Bpl triliun

OF

Rp4.940.000,00

Nilai pagu pengadaan di atas Rpl
trilitin

opP

Rp5.560.000,00

SK No 005300 A
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1.2.3.2.

Honorarium Pengguna Anggaran
Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

a.

WNilai pagu pengadaan di atas Rpl00
rmiliar 5.d. Rp250 miliar

op

Rp3.230.000,00

[+

Nilai pagu pengadaan di atas Rp230
miliar s.d. Rp300 miliar

Qp

Rp3.540.000,00

Nilai pagu pengadaan di atas Rp500
miliar s.d. Rp730 miliar

OPpP

Rp4.040.000,00

Nilai pagu pengadaan di atas Rp750
miliar s.d. Bpl triliun

OP

Rp4.430.000,00

Milal pagu penegadaan di alas Rp 1
triliun

{P

Rp2.010.000,00

1.2.3.3.

Hongrarium Pengguna Anpggaran
Pengadaan Jasa {Nor Konstruksi)

.

Nilai pagu pengadaan jasa
konsuliansi/jasa lainnva di atas Rp
10 miliat 5.d. Rp25 miliar

op

Rpl1.510.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansifjasa lainnya di atas
Rp25 miliar 3.d. RpS0 miliat

ap

Rp1.750.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
konsaultansi/jasa lainnya di atas
RpS0 miliar s.d. Ep75 miliar

F

Rpl.990.000,00

MNilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di atas
Rp75 miliar s.d. Rp 100 ruiliar

OF

Rp2.230.000,00

Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansifjasa lainnya di atas
Rpl100 miliar s.d. Rp250 miliar

ap

Rp2.560.000,00

Milai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di atas
Rp250 miliar s.d. Kp500 miliar

op

Rp2.880.000,00

Nilal pagu pengadaarn jasa
konsultansi/jasa lainnya di atas
RpS00 miliar s.d. Ep750 miliar

oP

Rp3.200.000,00

Nilal papu pengadaan jasa
konsultansifjasa lainnya di atas
Rp750. miliar 5.d. Bpl triliun

OP

Rp3.520.000,00

Nilai pagu perngadaan jasa
konsultansifjasa lainnya di atas Rpl
triliun

OF

Rp3.960.000,00

SK No 005301 A
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NG URAIAN SATUAN BESARAN
i) {2 (3 IZn
1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA
| PENGADAAN BARANG DAN JASA {(UKPBRJ)
1.3.1. Kepala OB Rpl.000.000,00
1.3.2. Sekretaris/ Stal Pendukung oR Rp750.000,00
HONORARIUM
14, | NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/
PEMBAWA ACARA/ PANITIA
1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas
Menleri/Pejabal Setingkat
% Menteri/Pejabat Negara Lainnya 0J Rp1.700.000,00
Kepala Dacrah/Pejabat Setingkat
t.  Kepala Duerah/Pejabat Daerah QJ Rp1.400.000,00
Lainnya yang diseiarakan
c.  Pejabat Eselon I/ yang disetarakan QJ Rpl.200.000,00
Pejabat Eselon 11 /yang disetarakan QJ Rpl1.000.000,00
o Ft_e_]abat Eseton U ke bawah/yvang oJ Rp900. 000,00
disetarakan
1.4.2 Honorarium Moderator K Rp700.000,00 |
1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp400.000G,00
1.4.4, Hoenorarium Panitia
a.  DPenanggung Jawahb OK Rp450.G00,00
b, Ketua/Wakil ketua OK Ep400.000,00
Sekretaris OK Rp300.000,00
Anggota DK REp300.000,00
15 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
7'} SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGLATAN
1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Dacrah
a.  Pengarah OB Epl.500.000,00
b. Peonanggung Jawab OB Rpl.250.000,00
c.  Ketua QB Rpl.000.000,00
d. Wakil ketua OB Rp850.000,00
e, Sekretaris 0B REp750.000,00
.  Anggota OB Rp750.000,00

SK No 005270 A
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NO URAIAN SATUAN | BESARAN |
1l {2) {3 {4,
1.3.1.2. Yang Ditelapkan Oleh Sekretaris Daerah
) a. Penpgarah oG Rp750.000,.00
b. Penanggung Jawab OR Rp700.000,00
o, Ketua OB Rp650.000,00
d. Wakil ketua OB Rpb00,000,00
e.  Sekretaris OB Rp300.000,00
. Anggota OB Rp500.000,00
. Honorarinm Sekretariat Tiim Pelaksana
1.5.2 _
Kegiatan
1.53.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
a  Ketua/Wakil Ketua 0B Rp250.000,00
b. Anggota OB Rp220.000,00
1.6 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN
| AHLI/SAKSI AlILl DAN BERACARA
Honorarium Pemberi Keterangan
1.6.1. Ahli/ Saksi Al OK Rpl.B800.G00.00
1.6.2. Honorarium Beracara QK Rp1.800.000,00
HONORARIUW PENYULUH NON PEGAWAL NEGERI
1.7,
SIPIL
L7.1. SLTA OB Rp2.100.000,00
1.7.2. DI DI Sanana Terapan OB Rp2.400.000,00
1.7.3. Samana (81) CB Rp2.600.000,00
1.7.4. Master (S2) OB RpZ.B00.000,00
1.7.5. Doktor (3.3) 0B Rp3.000.300,00
1.8 | HONORARIUM ROIANIWAN GK Rp400.000,00
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
1.9, | JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA
TEKNGLOG] INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
1.9.1. Hanerarium Tim Penyusunan Jurnal
a. Penanggung Jawab Oter ‘RpSUO.UD{].OD
h. Redaktur Oter Rp400 000,00
e.  Penyunting/Hditor Oter REp300.000,00

SK No 005255 A
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fLi L2 [ i) |
d Desain Grafis Oler Rpl80.000,00
e. Fotografer Oter Epl&0.000,00
Seliretariat Oter Rl 30.000,00
g Pembuat Artikel Per Rp206.000,00
Halaman
1492 Honorarium Tim Penyusunan
T Buletin/ Majalah
a. Penangpung Jawab Cter Rp400.000,00
b.  Redaktur Oter Rp300.000,00
. Penyunting/Editor Oter Rp250.000,00
d. Desain Grahis Oter Rp180.000,00
&, Fotograler Oter Ep 120,000,060
f. Sekretariat Oter Rp150.000,00
. Per
g.  Pembuat Artikel Halaman Rp100.000,00
193 Honorarium Tirmn Pengelola Teknolopi
T Informasi/Pengelola Website
a. Penanpgung Jawal OB RpS00.000,00
b.  Redaktur 0B Rp450.000,00
. Editor 0B Rp400.000,00
. Web Admin OB Rp350.000,00
¢, Web Developer 0B Rp300.000,00
. Per
£ Permbuat Artikel Halaman Rp100.000,00
| 1.10. | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
110.1 Tlonararium Penyelenggara Ujian Tingkat
T Penddidikan Dasar
Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | L 2o<88/ | R5150.000,00
a. eniyusun atau Pembua an j Pelajaran plal. :
b Pengawas Ujian OH Rp240.000,00
Siswa/
¢. Pemeriksa Hasil Ujian Mata Rp5.000.00
Ujian
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i1 f2i ) ez
1.10.2. Hanqraa:rium Fenyelenggara Ujian Tingkat
Pendidikan Menenpah
a.  Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Rp190.000,00
Pelajaran ‘ :
b, Pengawas Ujlan CH Rp270.000,00
Siswa/ _H
. Pemeriksa Hasil Ujian Mata Rp7.500,00
Ujian
111 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT
7| PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA
Henorarum Penyusunan Butir Seal Per Butir
L11.1. Tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota i Soal Rp100.000,00
1112 Honorarium Telaah Butir Soal Tinghkat
7 Provingi/RKabupaten/Kota
a. Telanh Materi Soal Per Butir Rp45.000,00
Soal
b. Telaah Bahasa Soal Persg:tlr REp20.000,00
1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN
7 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
1.12.1.  Tonorarium Penceramah QJr Rp1.000.000,00
Honorarium Pengajar yang berasal dari
1.12.2.  luar satuan kerja perangkat dacrah oJp Rp300,000,00
nenvelengeara
Honorarium Pengajar yang berasal dari
1.12.3.  dalam satuan kerja perangkat daevah QJP Rp200.000,00
penyelenggara
1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Dildat Per Modul | Rp5.000.000,00
Hoenorarium Panitia Penyelenggara
1.12.5, ; .
Kegiatan Diltlat
a. Lama Diklat s.d. 5 har
1) Penangegung Jawab OK Rpd50.000.,00
2} Keitua/Wakil kerua OK Rp400.000,00
3) Sekretaris OK Rp300.000,00
4) Anpgota OK Rp300.000,00
b.  [Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:
1} Penanggung Jawab QK Rp6735.000,00
2} Ketua/Walkil ketua Ok Rp600.000,00
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NO URAIAN SATUAN | DBESARAN |
{1} {2 (3 27
3] Sekretaris OK Rp4a50.000,00
4) Anggota OK Rpa50.000.00
¢.  Lama Diklat lebih dari 30 hari:
1} Penanggung Jawahb QK Rp900 000,00
2) Ketua/Wakil ketua QK Rp&00.000,00
3) Sekretaris OK Rp600.000,00
4} Anggota OK Rpé&00.000,00
| 13 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DALRAH
L1531, Honorarium Tim Apggaran Pemerintah
Daerah
a. Pembina 0B Rn3.500.000,00
b, Pengarah QB Rp3.000.000,00
c. Ketua OB Ep2.500.000,00
d Walil Ketua OB Rp2.000.000,00
g, Sekretaris OB Rpl.300.000,00
f.  Anggota OB Rp1.300.000,00
1.13.2, Honurgrium Bekretariat Tim Anggaran :
Pemerintah Daerah
a. Ketua On Rpl.000.000,00 |
b. Sekretaris OB RpS00. 000,00
¢ Angpota 0B Rp&00.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perialanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang

dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

kepentingan pemerintahan daerah.

Indonesia untuk

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat

negara, pcjabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun

perialanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan,

b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

SK No 005260 A
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pengumandahan (detasering);

menempuh ujian dinas ataw ujian jabatan;

menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
keterangan dokter tentang kesehatannya puna kepentingan jabatan,
memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

mendapatkan pengobatan  beordasarkan  keputusan  majelis  penguji
kesehatan pegawai negeri;

penugasan untuk mengikuti pendidikan sctara Diploma/S1/52/53; dan
mengikuti pendidikan dan pelatihan.,

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa

prinsip antara lain:

i,

selektif, yairu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
yang berkaitan dengan penyelcnggaraan pemerintahan daerah;
ketersediaan anggaran dan Kesesuaian dengarn pencapalan kinerja satuan
kerja perangkat daerah;

efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a
b.

L

uang harian;
biaya transport;
biaya penginapan; dan

uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan . . .
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Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan
dinas yang meliputi:

1. uang harian;

2. uang representasi; dan

3. biaya penginapan.

Scdangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan

Presiden 1ini.

4. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG
REPRESENTASL

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uvang harian perjalanan dinas dalam negcri merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian
biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di
dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan

uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan di dalam kota vang melebihi 8 (delapan) jam

pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada
Tabel 1.2.

Tabel 1.2. ...

SK No 005204 A
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TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DALAM KOTA |
NO. PROVINSI SATUAN | LuarKOTA | MECT OACS DIKLAT
JAM
Y (2} 3) (41 (5) E
1. | ACEH OH Rp360.000,00 | Rp140.000,00 | Rpl10.000,00
2. | SUMATERA UTARA OH Rp370.000,00 | Rpl50.000.00 | Rpl10.000,00
3. | RIAU OH Rp370.000,00 | Rpl50.000,00 | Rpl10.000,00
4, | KEPULAUAN RIAU OH Rp370.000,00 | Rpl50.000,00 | Rpl10.000.00
5. | JAMBI OH Rp370.000,00 | Rp130.000,00 | Rpl10.000,00
6. | SUMATERA BARAT OH Rp380.000,00 | Rpl50.000,00 | Rp110.000,00
7. | SUMATERA SELATAN OH Rp380.000,00 | Rpl150.000,00 [ Rp!10.000,00
8. | LAMPUNG OH Rp380.000,00 | Rpl50.000,00 | Rpll0.000,00
9. | BENGKULU OH Rp380.000,00 | Rpl50.000,00 | Kpi10.000,00
10. | BANGKA BELITUNG OH Rp410.000,00 | Rple0.000.00 | Rpl20.000,00
11. | BANTEN OH Rp370.000,00 | Rpl50.000,00 | Rpl10.000,00
12, | JAWA BARAT OH Rp430.000,00 | Rpl70.000,00 | Rpl13D.000,00
13. | DXL JAKARTA OH Rp530.000,00 | Rp210.000,00 ' Rpl60.000,00
14. | JAWA TENGAH OH Rp370.000,00 | Rpl50.000,00 | Rptl10.000,60
15. { D.I. YOGYAKARTA oH Rp420.000,00 | Rp170.000,00 | Rpl130.000,00
16. | JAWA TIMUR OH Rp410.000,00 | Rp160.000,00 | Rpl120.000,00
17. | BALI OH Rp480.000,00 | Rpl90.000,00 | Rpl40.000,00
18. | NUSA TENGGARA BARAT OH Rp440.000,00 | Rpl180.000,00 | Rpl130.000,00
19. | NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp430.000.00 | Rpl70.000,00 | Rpl30.000,00
| 20 [ KALIMANTAN BARAT oH Rp380.000,00 | Rpl50.000.00 | Rpl10.000,00 |
21. | KALIMANTAN TENGAH OH Rp360.000,00 | Rpl40.000,00 | Rpl10.000,00
22. | KALIMANTAN SELATAN OH Rp280.000,00 | Rp150.000,00 | Rpl10.000,00
23. { KALIMANTAN TIMUR oH Rp430.000,00 | Rp170.000,00 | Rpi30.000,00 |
24, | KALIMANTAN UTARA OH Ep4.30.000,00 Rpl70.000,00 Rpl130.000,00
25 ' SULAWESI UTARA OH Rp370.000,00 Ep150.000,00 Rpl10.000,00
26. | GORONTALO OH Rp370.000,00 [ Rpl150.000,00 | Rp110.000,00
27. | SULAWES! BARAT OFI Rp410.000,00 { Rpl60.000,00 | Rpl120.000,00
28, | SULAWESI SELATAN OH Rpa30.000,00 | Rp170.000,00 | Rpl30.000,00
29 | SULAWESI TENGAH OH Rp370.000,00 Ep130.000,00 Rp110.000,00
[ 30. | SULAWES] TENGGARA OH Rp380.000,00 | Rp150.000,00 | Rpl m.euo,ooj
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\ DALAM KOTA
NO. PROVINSI SATU: . LEBIH DARI 8 ,
UAN | LUAR KOTA DELAPAN) DIKLAT
JAM
0 2} B ] (3) )
31, | MALUKU ol Rp280.000,00 | Rp150.000,00 | Rpl10.000.00
32 | MALUKU UTARA OH Rp430.000,00 | Rp170.000,00 | Rp130.000,00
33, | PAPUA OH | Rp580.000,00 | Rp230.000,00 | Rpl170.000.00
34 | PAPUA BARAT | OH | Rp480.000.00| Rpig0.000,00 | Rpl40.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon I yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas
pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara,
pejabat daerah, pcjabat eselon I, dan pejabat eselon [1 dalam rangka
perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang

diberikan secara lumpsum.
Satuan Biaya Uang Represcntasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REFRESENTAS! PERJALANAN DINAS

f DALAM KOTA |
NO. URALAN SATUAN | LUAR XOTA LEBIH DARI 8
{DELAPAN) JAM
(1) (2) {34 (4] {5]
PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp250.000,00 Rp125.000,00
. | PEJABAT ESELON | OH Rp200.000,00 Rp 100.000,00
3. | PEJABAT ESELON II OH Rp150.000,00 Rp75.000,00
b. SATUAN . . .
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b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan

biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya

penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapur, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci

pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF LIGTEL
KEPALA
, ANGGOTA .
NO. | PROVINSI | SATUAN | DAERAH DPRD/ FEJABAT PEJADAT GOLONGAK
KETUA DPRD; CBABAT ESELON 11l ESELON v/ e
PEJABAT ESRLON I GOLONGAN TV | GOLONGAN I /
ESELON 1

(1] (2 (3 14 13) (5 7] i1

.. | AcEH OH | Rp4.420,000.00 | Kp3.526.000,00 | Rp..294.000,00 | Rp556.000,00 | Rp336.000,00

2. | SUMATERA OH | Rp4.960.000,00 | Rpl.518.000,00 | Rpl.100.000,00 | Rp330.000.00 | Rp530.000,00
UTARA

3. | RIAU O | Rp3.820.000.00 | Rp3.119.000.0C | Rp1.650.000,00 | RpR52.000,00 | Rps52.000,00

4. | KEPULAUAN OH | Rp1.275.000,00 | Kp1.854.000,00 | Rp1.037.00000 |  Rp792.000,00 [ Ro792.000,00
RIAU

5 | JAMBE! OH | Kp4.000.000,00 | Rp3.337.000,00 | p..212.000,00 [ RpS8G.000,00 | RpS80.000,00

6. | SUMATERA OH | Rp5.236,000.00 | Kp3.332.000,00 | Rp1.353.000,00 | RpB50.000,00 | Rp650.000,00
BARAT

7. | SUMATERA OH | Ro.650.000,00 | Rp3.083 000,00 | Rp1.571.000,00 | RpB6L.000,00 | Res61.000,00 |
SELATAN

& | LAMPUNG OH | Rp4.491.000,00 | Rp2.067.000,00 | Rpl.140.00000 | RpS580.000,00 | Rp380.000,00

9. | BENGKULU OH | Rp2.07..000,00 | Rpl.628.000,00 | Rpl.546.000,00 | Rp630.000,00 | Rp630 000,80

0. | BANGKA OH | Rpd 827.000,00 | Rp2.832.000,00 | Rp. 957.000.00 | Rp622.000,00 | Rp622.000,00
BELITUNG

11. | BANTEN OH | Rp5.725.00000 | Rp2.373.000,00 | Rpl 000.000,00 |  Rp718.000,00 | Rp718.006,00
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TARIF HOTEL
KEPALA
ANGGGTA
| NG. | FPROVINSI | SATUAY | DAERAH/ DPRD PrIABAT PEJABAT GOLONGAN
KETUA PRI/ PEJALAT ESELOY 111/ ESELON 1V} ! . o
PEJABAT ESELON I GOLONGAN IV | GOLONGAN III /
ESELON [ '
iy {4) (3 14] 2 15 (¥ 8)
12, | JAWA BARAT OH Kp>.381.000,00 | Rp2,755.000,00 | Rpl.C06,000,00 |  RpS70.000,00 | RaG70.000,00
13. | DKL OH Eph.850.000,00 | Rpl490.000,00 | Rp992.000.00 | Rp730.000,00 | Rp730.000,00
JAKARTA
19. [ JAWA OH Rpd.242.000,00 | Rpl 48000000 | Rp954.000,00 | Rped0.000.00 | Kpso0 000,00
TENGAII
15. | ©.L o1l RpS.0i7 00000 | Rp2.695.000,00 | Bpl.384.000,00 |  RpS45.000.00 | Rpsds.000,00
TOGYAKARTA
16. | JAWaA TIMUR OH Rp4 400.000,00 | Rpl.s05.000,00 | Rpl.076.000,00 |  Rp664.000,00 | Rpb6a. 000,00
17. | BALI OH Kp4.890.000,00 | Rpl.946.00000 | Rp9e0.006.00 | Rp910.000,00 | Rpi0,000,00
18. | NUSA S)E| Rp2.500.000,00 | Rp2.648.000,00 | Rp1.418.000,00 |  EpSR0.000,GC | Rp38C.000,00
TENGGARA
BARAT
19. | NUSA OH Rp2.000.000,00 | Rpl.493.00000 | Rpl.355.000,00 |  #p550.000,00 | Rp350.000.00
TENGGARA
TIMUR
20, | KALIMANTAN OH Rp2.6534.000,00 | Rpl.538.000,00 | Rp1.125.000,00 | Rp335.000,00 | Rpass, 000,00
BAHAT
2. | KALIMANTAN OH Rp4.901 000,00 | Rp3.391.000,00 | Rpl.160.000,060 | Rp634.000,00 | Rp59.000,00
TENGAH
2. | KALIMANTAN OH Rp4.797.000,00 | Rp3.316.000,00 | Rpl,500 006,00 |  RpS40.000,00 | Rp540.000,00
SELATAN
23. | KALIMANTAN OH Rp4.000.000.00 | Rp2.188.000,00 | Rpl.5G7.000.00 | Rp804.000,00 | Rp804.000,00
TIMUR
24 | KALIMANTAN OH Rp4.000.000,00 | Rp2.188.000,00 | Rpl .307.000,00 |  RpR04.000.00 | RpSO4.000,00
LTARA
25, | SULAWESI OH Rp4.9.9.000,00 | Rp2.290.000,00 | Rp924,000,6C | Rp782.000,00 | Rp782,000,00
UTARA
26. | GOROKTALO OH Rp4.168.000,00 | Rp2.549.000,00 | ¥p1.431.000,00 |  Rp764.000.00 | Rp764.000,00
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TARIF HOTEL
KEPALA
ANGGOTA
NO. | PROVINSI | SaTuan | DAERaH f DFRD/ FEIABAT PEJABAT GOLONGAN
| KETUA DPRD)/ PEAABAT ESELON II/ ESELON 1V o
PEJABAT ESELON 1 GOLONGAK IV | GOLONGAN i1l ”
ESELON 1
(1} 4 2] 3 1} 3 16} [Th 11}
27 | SULAWESI OH | Rps.076.0000C | ¥p2.581.000,00 | Rpl.075.000.00 | Rp704.000,00 | Rp704.000,00
BARAT
28, | sULAwES: OH | Rp1.820.000,00 | Rpl.530.000,00 | Rpl 02000000 |  Rp732.000,00 | Rp732.000.00
SELATAN
29 | SULAWESI OH | Rp2.309.000.00 | Rp2 027.000,00 [ Rpl.567.000,00 | Rp951.000,00 | Rp9S1.CO0,00
TEMGAH
30. | SULAWESI GU | Rp2.475.000,00 | Rp2.059.000,00 | Rpl.297.000,00 | Rp786.000,00 | Rp786.000,00
TENGGARA
31. | MALLKU OH | EpR.467.000,00 | Rp3.240.000,00 | Rp1.046.000,00 | Ep&67.000,00 | Rp667.000.00
32, (MALUKU OH | Rp2.940.000,00 | Rp3.175.000,00 | Rpl.073.000,00 | Rps00.000,00 | RpAOL.0O0.00
UTARA
33. | PAPUA OH | Rp3.859.000,00 | Rp3.318.000,00 | Rp2.52..000,06 | Rp8296.000,00 | kpa29.000,00
34, | Parua OH | Rp3.872.000,00 | Rp3.212.000,00 | Rp2 056.000,00 | Rp718.000.00 | Rp718.000.00
BARAT J i
p—|

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan,

diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% [tiga puluh

persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGJATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau

pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penye¢lesaian

pekerjaan yang pertu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang

paling sedikit melibatkan pescrta dari luar satuan kerja perangkat daerah

atau masyarakat.

SK No GG5211 A
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Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut
lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a. pakect Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan
menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (uga)
kali, rehat kopi dan kudapan 2 [dua) kali, ruang pertemuan dan

fasilitasnya.

b. paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau
pertemuan vang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 [delapan) jam
tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan

2 {dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday
Satuan biaya paket halfday discdiakan untuk paket kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (limaj jam
tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 {satu) kali, rchat kopi dan kudapan

1 [satu] kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau perternuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua
belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan

3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .
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Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1} untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1

(satu) kamar untuk 1 (satu) crang; dan

2) untuk pejabat eselon Il ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk

2 (dua) crang; dan

. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna

anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektil dalam
melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday,
halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik
daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan
keuangan daerah vyaitu tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ckonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kcpatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci
pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.&.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT

KEPALA DAERAH ATAU ESELON |

NO, PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
(1l 2] 13] =) (5 (a) (71
| 1. | ACER or Rp 346.000,00 Rp 403.000,00 | Rp 1.075.000,00 Rp 749.000,00
2. | SUMATERA op Rp 276.000,00 Rp 365.000,00 Rp 800.000,00 Rp 64 1.000,00
UTARA
3. | RIAU OF Ry 225.000,00 Ry 335.000,00 Rp 690 000,00 Rp 560.000,00

8K No 005215 A
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N, PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOAKD RESIDENCE

1] 2 i3 4] (3] 1s]] (7]

4. KEPULAUAN 9] Rp 23C.000,00 Rp 360.000,00 Rp 790.000,00 Kp 580.000,00
RIAL

5. | JAMBI P Rp 271.000,00 R 364.000,00 | 2p 1.008 000,00 Rp 633.000,00

6. | SUMATERA or Rp 245,000,000 Kp 310.000,00 Rp 987 000,00 Rp 555.000,00
BARAT

7. | SUMATERA op Rp 268 000,00 Kp 384.000,00 Rp 860.000,00 Rp 652.000,00
SELATAN

5. | LavpunG oP Rp 261.000,00 Rp 373.000,00 Rp 836,000,00 Rp 634 000,00

9. | BENGKULU oP Rp 250.000,00 Rp 373.0060.00 Rp 973.000,00 Rp 623.000,00

10, | BANCKA oP Rp 305 .000,00 Rp 400.000.00 Rp 925.000,00 Rp 705.000,00
BELITUNG

1. | BANTEN op Rp 395.000,00 [2p 468.000,00 Rp U19.000,00 Rp £63.000,00

12. | JAWA BARAT OF Rp 426.000,00 Rp 530.000,00 | &p 1.110.000,00 Rp 936.000,00

13, | DKL OF Rp 433.000,00 Rp 51000000 | Rp 1.216.000,00 Rp 943.000,00
JAKARTA

B4 | JAWA or Rp 232.000,00 Ep 309.000,00 Rp 749.000,00 Rp 54..000,00
TENGAH '

15. | D.L OF Ry 250.000,00 Rp 305.000,00 Rp 963.000,00 Rp 635.0060,00
YOOGYAKARTA

16, | JAWA TIMUR or Rp 357. 000,00 Rp 406.000,00 | Hp 1 784 000,00 Rp 763.000,00

17. | BALL ap Rp 375.000,00 Rp 490.000,00 | 1#p 1.500.000,00 Rp 863.00C,C0

18, | NUSA ap Rp 368.000,00 Kp 530.000,00 | Kp 1.001.000,00 Rp 592.000,00
TENGGARA
BARAT

19, | NUSA oP 12p 308.000,00 Rp 383.000.00 | Rp 1.088.000,00 Rp 696.000,00
TENGGARA
TIMUR

20, | KALIMARTAN op Rp 337.000,00 Kp 400.000,00 Rp 510.000 .60 p 737.000,00
BARAT

21. | KALIMANTAN op Bp 3.7.000,00 Rp 487.000,00 | Rp 1.267.00¢,00 Rp #04.000,00
TENGAH

22 ! KALIMANTAN OP Rp 264.000,00 Rp 360.000.00 Rp 930.000,00 Rp 624.000,00
SELATAN

23. | KALIMANTAN OF Kp 274.000,00 Rp 365 000,00 Rp 863.000,00 Rp $39.000,00
TIMUR

24. | KALIMANTAN ar Rp 274.000,00 Rp 350.000,00 Rp §48.000,00 Rp 624 000,00
UTARA

25. | SULAWES] op Rp 273.000,00 Rp 350.006,00 Rp B70.000.00 Rp 623.000,00
UTARA

SK No Q5216 A
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NO. FROVINS] SATUAN HALFDAY FULLDAY FULI.BOARD RESIDENCE
(L (2] (3] 14 (5] (&} 7]
26, | GORONTALO 0P Rp 215.000,00 Rp 393.000,00 | Rp 1 338.000,00 Rp H08.000,00
37 | SULAWESI Op Rp 264.000,00 Rp 382.000,00 Rp £56.00C 00 Rp A4f.000,00
BARAT
98, | SULAWESI OoP Rp 290.000,00 Rp 410.000,00 | Rp 1.574.000,00 Rp 700.000,00
SELATAN
29, | SULAWESI O Rp 283.000,00 Rp 38500000 | Rp 1 013.000.00 Rp €72.000,00
TENGAH
30, | SULAWESI P Rp 237.000,00 Rp 350.000,00 Rp BOG.D00,00 Rp S&7.000,00
TENGGAIRRA
31. | MALUKU op Rp 306.000,00 Rp 454 000,00 | Kp 1.300.000,00 Rp TErCI.OUﬁI,GU“
32, | MALUKU OF Rp 316.000,00 Rp 498.000,00 Rp 850.000,00 Rp 814.000,00
UTARA
33, | PAPUA oP Rp 3.8.000,00 Rp 536.000,00 | Rp 1.263.000,00 Rp 834,000,040
34. | PAPUA EARAT QF Rp 292.000,00 Rp 526.000,00 | Rp i 752.000,00 Rp 818.000.00
TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON 1I
NC FROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIENCE
(3 [} (3] i 05| 6l {7
1 | ACEH oF Rp 30000000 | Rp 330.000,00 | Rp 772.000,00 |  Rp 630.000,00C
2. | SUMATERA UTARA OP REp 178.000,00 | Rp 27500000 | Rp746.000,00 | Rp453.000,00
3. | ravu CoP Rp 185.000,00 | Rp245.000,00 | Rp591.000,00 | Rp 430.000,00
4. | KEPULAUAN RIAU Op Rp 227.000,00 | Rp273.000,00 [ Rp 623 000,00 | Rp 500.000,00
5 | JAMBI OF Rp 213.000,00 | Rp301.000,00 | Rp 84000000 |  Rp 516.000,00
6. | SUMATERA BALAT OP Rp 173.000,00 | Rp 240.000,00 | Rp 663.000,00 | Rp4 13.000,00_
7. | SUMATERA or Rp 218.000,00 | Rp293.000,00 | Rp745.000,060 | Rp 511.000,00
SELATAN
& | LAMPUNG 0P Rp 216.000,00 | Rp 270.000,0¢ | Rp 54000000 | Rp 485.000,00
9, | BENGKULU OF Rp 214.000,00 | Ep 281.000,00 |  REp 912.000,00 Rp 498.000,00
10. | BANGKA OoP Rp290.000,00 | Rp 385.000,00 | Rp804.00000 | Rp 684,000,00
BELITUNG
1.  BANTEN oP Rp 2/5.000,00 | Rp354.000,00 | Rp837.000,00 ] Rp 629.000,00
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NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
) (2 (3 {4 {3) i) 17
12. | JAWA BARAT 0P Rp 231.000,00 | RBp 358.00000 | Rp B22.00000 | Kp 739.000,00
73,y DKL JAKARTA 0P Kp 353.000,00 | Rp433.000,00 | Rp 1.197.000,60 | Rp 787.000,00
14, | Jawa TENGAH oP Rp 191.000,00 | Rp 263.000,00 | Rp 675.000,00 |  Rp 454.000,00
15. | D1 YOCYAKARTA op Rp210.000,00 | Rp 310.000,00 | Rp 750.000,00 | Rp 520.000,00
156. | JAWA TIMUR Op Rp 335.000,00 | Rp 395.000,00 | Rp 1.352.000,00 | Rp 733.000,00
17, | BALI OF Rp 330.000,00 | Rp 441.000,00 | Rp 1 182.000,00 | Rp 771.000,00
18. | NUSA TENGGARA OP Rp 280.000,00 | Rp 42000000 | Rp 764.000,00 |  Rp 700.000,00
BARAT
19. | NUSA TENGGARA ap Rp 271.000,00 | Rp377.000.00 | RpB25.000,00 | Rp &648.000,00
TIMUR
20. | KALIMANTAN oP Rp 250.000.08 | Rp 331 000,00 | Rp 664.000.00 | Rp 581.000,00
BARAT
21. | KALIMANTAN 0P Rp 242.600,00 | Rp 340 000,00 | Rp 1.031.000,00 |  Rp 582.000,00
TENGAH
22. | KALIMANTAN oP Rp 194.000.00 | Rp295.000.00 | Rp734.000,00 | Rp 489.000,00
SELATAN
23, | KALIMANTAN oP Rp 207.000,00 | Rp 302.000,00 |  1kp 750.000,06 | Rp 509.000,00
TIMUR
74 | KALIVANTAN op Rp 207.000,00 | Ky 302.000,00 | Rp 750.000,00 |  Rp 509.000.00
UTARA
23. | SULAWESI UTARA op Rp 185.000,00 | Rp 270.000.00 |  Rp 737.000,00 | Rp 455.000,00
26, | GORONTALD 0P Rp 175.000,00 | Rp 250.000,00 | Rp 1.299.000,00 | Rp 425.000,00
37, | SULAWESI BARAT op Rp 235.000.00 | Ep 323.000,00 | Rp 792.00000 | Rp 558 000,00 |
28, | SULAWESI OP Rp 206.000,00 | ®p 320.000,00 | Rp 1.127.000,00 | Rp 526.000.00
SELATAN
20, | SULAWES] OF Rp 234.000,00 | Rp 38500000 .  RpT3R.000.00 | Rp619.000,00
TENGAH
20, | SBULAWESI GF Rp 195.000,0¢ | Rp295.000,00 | Rp AB3.000,00  Rp490.000.00
TENGGARA
31, | MALUKL O Rp 253.000,00 | Rp 246.000,00 | Rp724000,00 |  Rp 599.000,00
33, | MALCKU UTARA Op Rp 169.000,00 | Rp 354.000,00 | Rp 669.000,00 | Rp 523.000,00
33. | papua ap Rp 203.000,00 | Rp 478.000,00 | Rp990.000,00 | Rp 77100008
34, | PAPUA BARAT (1 Rp 234 000,00 | Rp 42:.000,0C | Rp £.120.000,00 |  Rp 705 000,00
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3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertermuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan

Sfullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7,

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta
yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar
waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan
uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk ]

{satu) hari sebelum dan/atau 1 {satu) hari sesudah pelaksanaan kcgiatan.

TABEL 1.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

7| I ; 7
vo.| erovmsi | satuan | DILUAR | DIDALW | maseoayDi | KESPENCED!
KOTA KOTA DAL KOTA

L1l {2 {31 i4) (3 {6} (7

1. | ACEH COH Rp120.000,00 | Rpl20,.000,00 Rp&5. 000,00 Rp120.000,00
2. ' SUMATERA UTARA OH | Rp130.000,00 | Rpl30.000,00 | Rp25.00000 | Rpl30.000,00
3. | RIAL {OH Rpl30.000.00 | Kpl30.000.00 Rp&5.000,00 Rp130.000,00
4. | KEFULALUAN RIAU OH Rpl30.Q00,00 | Rpl130.000,00 ) Rp93.000,00 Rpli30.000,00
3. | JAMBI OH Rp130.000,00 { Rpl3c.00000 | RpS5.000.00 Rp133.000,00
6. | SUMATERA BARAT oH Rplao.ooo,0o | Rpl20.000 .00 Rp&5.004,00 Rp120.000,00
7. | BUMATERA OH Rpl20.000.00 | Rpld(.000,00 Rp&5. 000,00 Epl120.000,00

SELATAN

& | LAMPUNG OH Rp120.000,00 | Rpl130.000,00 | Rp$5.000,00 |  Rpl30.000,00
4 BENGHIILU OH Rpl30.000.00 [ Rpt30Q.000,00 | Rpl35.000,00 Rpli33.000,00
10, | BANGEA BELITUNG CH Rpl30.o00,.00 | Rpl30.000,00 Rp35.004,00 Rp130.000.00
11. | BANTEN O Rp120 000,00 | Rpl20.000,00 Rp25 400,00 Rpl20.000,00
12, | JAWA BARAT OH Rpl150.000,00 | Rpls0 000,00 | Rpi03.000,00 Rp150.000,00
13, | DKL JAK}‘\:RTA all Rpl&0.000,00 [ RptsQ.000,0¢ | Rpl30.000,00 Rp 150.000,00
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FULLBOARD | FULLBOARD FULLDAY, ,
NO. PROVINSI SATUAN DM LUAR Dl DALAM HALPDAY 1 igiiﬁhfgﬁ'
KOTA KOTA DALAM KOTA ; :

(n 2] 131 (4] ] =] i7]

14. | JAWA TENGAH OH Rpi30.000,00 | Rpl30.000,00 | RpI5060,00 | Rpl3t.000,00

15. | D.I. YOGYAKARTA OH Rp140.000,00 | Rpl40.000,00 | Rpl00.000,00 | Rpl40.000,00

16. | JAWA TIMUR OH Rp140.000,00 | Rpl40.000,00 | RplO0.ODOGO | RplaD.00n,00

17. | BALI OH Rp160.000,00 | Rplé0.000,00 | Rpl15.000,00 | Rpl&G.000,00

18. | NUSA TENGGARA OH Rp150.000,00 | Rpl50.000,00 | Rp105.000,00 |  RplS0.000,00
BARAT

19. | NUSA TENGGARA OH Rpl40.000,00 | Rpl40.000,00 | RplO0.000,00 |  Rpl40.000,00
TIMUR |

20. | KALIMANTAN OH Rp130.00000 | Rpl30.000,00 | Rpd5.000,00 | Rpl30.000,00
BARAT J

21. | KALIMANTAN OH Rpl20.000,00 | RplZ0.000,00 | Rp85.000.00 | Rpl20.000,00
TENGAH

22, | KALIMANTAN OH Rp130.000,00 | Rpla0.000,00 | Rp25000,00 | Rpl130.000,00
SELATAN

23. | KALIMANTAN OH Rp130.000,00 | Rp150.000,00 | Rpl0S.000,00 | Rpl50.000,00
TIMUR

24, | KALIMANTAN OH Rpl50.000,00 | Rpl50.000,00 | Rpl0s.000,00 | Rpl1S0.000,00
UTARA

25. | SULAWESI UTARA ol Rpl130.000,00 | Rpl130.000,00 | Rp95.000.00{ Rpl30.000,00

26, | GORONTALD OH Rpl30.000,00 { Rpl30.000,00 | RpSS5.000.00 | Rpl130.000,00

27. | SULAWESI BARAT OH Rpl20.000,00 | Rpl20.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00

28. | SULAWESI OH Rp150.000,00 | Rpl50.000,00 | Rpid5.000,00 | Rp150.000,00 |
SELATAN

29. | SULAWESI OH Rp130.000,00 | Rpl130.000,00 | Rp25.000,00 | Rpl30.000,00
TENGAH

30. | SULAWESI OH Rp130.00000 | Rpl30.000,00 [ Rp95 000,00 | Rpli30.000,00
TENGGARA

3%. | MALUKU OH Rpl120.000,00 | Rpl20.000,00 | Rp23.000,00 | Rpl20.000,00

32. | MALUKU UTARA OH Rpl130,000,00 | Rpl30.000.00 | Rp93.000,00 | Rpl30.000,00

33. | PAPUA OH Rp200.000,00 | Rp200.000,00 | Rpl40.000,00 | Rp200.000,00

34. | PAPUA BARAT Ol Rp160.000.00 | Rp160.000,00 | Rp115.000,00 | Rpl60.000,00
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4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya vang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya

pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau

kendaraan lapangan roda crnpat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua

melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

daerah.

Satuan Blaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9,
Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT
NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
1] i2) (3] (4]
! | PEJABAT ESELON I Unit Rp702.970.000.00
11| PEJABAT ESELON 1:
1. | ACEN Unit Rp515.263.000.00
2. | BUMATERA UTARA Unit Rp513.709.000,00
3. | RIAU Unit Rp450.790.000,00
4. | KEPULAUAN RIAU Unit Rp484.095.000,00
5. | JAMBI Unit Rp471.615.000,00
6. | SUMATERA BARAT Unit Rp482.074.000,00
7. | SUMATERA SELATAN Unit Rp515.263.000,00
8. | LAMPUNG i Unit Rp300.494.000,00
9. | BENKGKULU | Unit Rp482.96.000,00
10. | BANGKA BELITUNG ' Unit Rp482.286.000,00
11. | BANTEN Unit Rp462.063.000,00
12. | JAWA BARAT Unit Rp491.745.000,00
13, | DKI JAKARTA Unit Rp503.860.000,00
14, | JAWA TENGAH Unit Rp444.496.000,00
| 15. | D.I. YOGYAKARTA Unit Rp488.645.000,00
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NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
{1 {2) (3} {4)
16. | JAWA TIMUR Unit Rp472.468.000,00
17 | BALI Unit Rp481.803.000,00
18. | NUSA TENGGARA BARAT Unit Rp488.169.000,00
19. | NUSA TENGEARA TIMUR Unit RpS19.889,000,00
20. | KALTMANTAN BARAT Unit Rp475.917.000,00
21. | KALIMAXTAN TENGAH Unit Rp526.588.000,00
22, | KALIMANTAN SELATAN Unit Rp&86.306.000,00
23. | KALIMANTAN TIMUR Unit Rp523.750.000,00
24. | KALIMANTAN UTARA Unit Rp§23.750.000,00
25. | SULAWESL UTARA Unit Rp478.289.000,00
26. | GORONTALO Unit Rp516.850.000,00
27. | BULAWESI BARAT Unit Rp428.632.000,00
28. | SULAWESI SELATAN Unit Rp513.850.000,00
29. | SULAWESI TENGAH Unit RpS26.400.000,00
30. | SULAWLSI TENGGARA Unit Rp481.316.000,00
31. | MALUKU Unit Rp449.526,000,00
32. | MALUKU UTARA Unit Rp449.526.000,00
33. | PAPUA Unit Rp3537.913.000,00
31. | PAPLA RARAT Unit RpS535.075.000,00

TABEL 1.9

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO. PROVINSI SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN
i} (2] (2 i4) (5] {6

1. | ACEN Unit | Rp236.677.000,00 Rp371.353.000,00 | Rp518.306.000,00
2 | SUMATERA UTARA Unit | Rp261.525.000,00 Rp208 020.000,00 | Rp473.260.000,00
3. | kiau Unit | Rp259.112.500,00 Rp367.181.000,00 | Rp472.230.000,00
4. | KEPULAUAN RIAU Unit | Rp232.830.000,00 Rp341.568.000,00 | Rp463.830.000,00
5. | JAMBI Unit | Rp220.671.000,00 Rp336.380.000.00 | Rp4'72.230.000,00
6. | SUMATERA BARAT Unit | Rp215.606.000,00 Rp335 431.000.00 | Rp479.479.000,00
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NO. PROVINSI] SATUAN PICK UP MINIBL'S DOUBLE GARDAN
i1} 2] i3] i) i3 (6|
7, SUMATERA Unit Rp217.972.000,00 Rp329.730.000,00 Rpd72 230.000,00
SELATAN
g, LAMPUNC Unit Rp217.056.000,00 Rp321.100.000,00 Rp47d.230.000,00
9, | BENGKULL Unit | Rp25%.112.500,00 Rp320.255.000,00 | Rp472.230.000,00
10, | BANGKA BELITUNG Unit Rp232 804.000,00 Rp330,5060.000.00 Rpd473.230.000,00
11. | BANTEN Init Rp2 05227 000,00 Rp327.114.000 .00 Rpda3 170.000,00
12 r JAWA BARAT -t Rpdald.262.500,00 Rp328. 346 000,00 Epa63.170.000,00
13. | D K. JAKAKRTA nit Rp220.334 000,00 Rp332.544.000,00 Rp477.458.000,00
14, - JAWA TENGAH Unit Rp208.312.004,00 Rp310.732.000 00 Rp468 830.000,00
15 i O.L YOGYAKARTA Unit RpZ16.9710.0041,00 Rp377.950.000,00 Rp5449.567.000,00
16, | JAWA TIMUR Urit Rp212.608.000,00 Rp313.761.000 00 Rp163.830.000,00
17. BALI Unit Rp2 09, 220.000,00 Rp320.445.000,00 |  Bp173.360.000,00
18, | NUSBA TENGGARMA Unit RpZ23.412. 004,00 Rp306. 990 000,00 Rp4a73.360.000,00
BARAT
19, | NUSA TENGGARA Lnit Rp261.525.000,00 Rp383.025 000,00 Rpd73.360.000,00
TIMUR
20, | RALIMANTAN Unil. Rp220.020.000,00 Hp3a2 000.000,00 Rp192.610.000.00
BARAT
21, | KALIMANTAN Unit Rp233.408. 000,00 Rp347.161.000,.00 REpa94.870.000,00
TENGAH
22, | KALIMANTAN Unit Rp220 0203.00:0,00 Rp342 000 000,00 Rp492 610 000,00
SELATAN
23 KALIMANTAN Lrit Rp220.020.000,00 Rp342.000.000,00 Fpd49d.610.000,00
TIMUR
24, | KALIMANTAN Unit Rp220.020.000,00 REp3a2.000.000,00 Rpd92 610 000,00
LTAEA
23, | SULAWES] UTARA Unit Rp2258.822.000,00 Ep342 229 000,00 Rp492.610.000,00
26 | GORONTALG Unit Rp224 (20.000,00 Rp367 BT7 000,00 Rp4494.870.000,00
27 | SULAWESI BARAT Unit Rp234 .541.000,00 Rp323.372 000,00 Rp4168.830.000,00
28, | SULAWESI Unif Rp2532.844.000,00 Rp377.450. 000,00 Rp4658.830.000,00
SELATAN
29 | SULAWEST Uit Rp280.025.000,00 Rp352. 364 000,00 Rpd4G4 870.000,00
TENGAMH
30. SULAWERST Unit Rp24’2. AT Q00,00 E{p344_2f10_[}(][},(.m Rpa94 870 000, 0
TENGGARA
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NP FROVING] SATUIAN FICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN
(1 12} 131 (< (3] (£
C31, | MALUKL Lot Rp24%. 099 000,00 Rp353.220.000,00 ¢ RpS502.930.000, 00
32, | MALUKL UTARA Lnit Rp251.303.000.00 Rp354.547.000,00 Rp&03.950.000,00
33, | PAPUA Unit Rp264 377.004,00 Rp357 A50.000,00 Rp564,2390.000,00
34, | PAPUA BARAT Unit Rp266.027 000, 00 Ep386.101.000,00 Rpo60 Qo000 ()
TABEL 1.10
KENDARAAN QPERASIONAL BUS
NG, LRAIAN SATUAN BESARAN
[ 2 (31 t)
l. | Roda 4 dan/atau Busg Kegil Unit REp360.942.000,00
2. Roda 6 dan/atau Bus Sedang LInit Rp718.252 400,00
3. Roda 6 dan/ataw Bus Besar LTt Rpl.184.787.000,00
TABEL 1.11

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA}

NO. PROVINSI SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN

(- (4 43 i4) =]

L | ACEl Unut Rp31.688.000,00 Rp36.456.000,00
2. | SUMATERA UTARA Unit Rp31.851.000,00 Rp35.600.000,00
3. | RIAU Unit Rp29.036.000,00 Rp33.140.000.00
4. | KEPULAUAN RIAL \nit Rp30.767.000,00 Rp34.001.000,00 |
5 | JAMBI Unit Rp30.146.000,00 Rp35.930.000,00
6. | SUMATERA BARAT Unit Rp32.219.000,00 Rp35.600.000,00
7. | SUMATERA SELATAN Unit Rp31.688.000,00 Rp33.564.000,00
8 | LAMPUNG Unit Rp31.688.000,00 Rp33.440.000,00
9. | BENGKULU Lnit Rp31.688.000,00 Rp3$. 146.000,00
‘0 ! BANGKA BELITUNG Unit Rp30.676,000,00 Rpa3.440.000,00
il. | BANTEN Linit Rp30.017.000,00 Rpa6.360.000,00
12. | JAWA BARAT Lnit Rp27.417.000,00 Rp26.502.000,00
13, | D.K.I. JAKARTA Unit Rp29.788.000,00 Rp48.875.000,00
14, | JAWA TENGAH Unit Rp30.213.000,00 | Kp31.815.000,00
15. | DI YOGYAKARTA Unit Rp30.767.000,00 Rp35.471.000,00
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N, FROVINSI SATUAN OFERAS]ONAL LAPANGAN
(1 i2) (3) {4] (5]
16, | JAWA TIMUR Unit Ru30. 767 000,00 Rp38.702.000,00
17, | BALI Unit Rp22.219.000.00 Rp35.600.000.00
18, | NUSA TENGGARA BARAT Unit Rp32.219.000,00 Rp37.125.000,00
19. | NUSA TENGGARA TIMUR Unit Rp32.215.000,00 Rp37.742.000,00
20. | KALIMANTAN BARAT Unit Rp27.B8G.000,00 Rp36.670.000 00
21. | KALIMANTAN TENGAH Unit Rp31.024.000,00 Rpd0.583.000,00
22. | KALIMANTAN SELATAN Unit Rp31.080.000,00 Rp38.901.000,00
23. | KALIMANTAN TIMUR Unit Rp31.562.000,00 Rp36.670.000,00
24, | KEALIMANTAN UTARA L'nit Rp31.562.000,00 Rp36.670.000,00
25, | SULAWESI UTARA nit Rp33.157.000,00 Rp36.670.000,00
26. | GORONTALO Unit Rp31.161.000,00 Rp37.750.000,00
27, | SULAWES] BARAT LU'nit Rp30.767.006,00 Rp35.503.000,00
28, | SULAWES] SELATAN Linit Rp3.767.000,00 Rp33.892.000,00
29 | SULAWESI TENGAH Unit Rp34.310.000,00 Rp37.750.000,00
30. | SULAWESI TENGGARA Unit Rp34.438.000,00 Rp38.184.000,00
3l. | MALUKU Unit Rp32.478.000,00 Ep38.830.000,00
32, | MALUKL UTARA Unit Rp34.184.000,00 Rp38.530.000,00
33. | PAPUA Unil Rp32.224 000,00 Rp42.070.000,00
34, | PAPUA BARAT Unit Rp35.485.000,00 Rpd40 891 000,00
Keterangan:
OJ  :Orang/Jam
OH : Orang/Harn
0B . Crang/Bulan
OT  : Orang/Tahun
QP  : Qrang/Paket
OK [ Orang/Kegiatan
OR : Crang/Responden
Oter : Crang/Terbitan
QIP - OrangfJam Pelajaran

Salinan sesuai dengan aslinya

TERIAN SEKRETARIAT NEGARA

i Bidang Hukum dan
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